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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Bismillahirohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada “Allah
SWT” atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan
sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “Sekilas Info
Penyesuaian Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026".

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada
kesalahan kutip atau salah menorehkan sumber-sumber buku
terkait “Sekilas Info Penyesuaian Pidana Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026” ini.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan
buah hasil kerja keras kami sendiri, tulisan ini kami kutif, lansir dari
berbagai sumber baik dari Ahi, buku, Artikel, jurnal, media online
misalnya dandapala.com, hukumonline.com, katadata.co.id,
kompas.id, kompas.com, tempo.co, bisnis.com,
mahkamahagung.go.id, tribunnews.com, antaranews.com,
sindonews.com, bphn.go.id, indonesiabaik.id, medikolegal.id,
unesa.ac.id, waspada.id, unmer.ac.id, lawyer-ahdanramdani.com,
dst. serta sumber-sumber lainnya.

Dalam hal ini dengan kami sampaikan banyak pihak yang
sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku
ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain.
Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada
semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan
bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku
panduan ini.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang
tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani
kelahiran buku ini. Semoga “Allah SWT” membalas kebaikan
Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
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BAB | PENYESUAIAN
HUKUM PIDANA
DI INDONESIA

A. Latar Belakang Penyesuaian Pidana
Latar belakang penyesuaian pidana di Indonesia,
terutama yang berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang

Nomor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,

didorong oleh kebutuhan untuk menyelaraskan seluruh

undang-undang sektoral di luar KUHP (Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023) dengan paradigma hukum pidana baru

yang lebih modern dan adil. Berikut adalah poin-poin utama

latar belakang penyesuaian hukum pidana di Indonesia, adalah
sebagai berikut:

1. Pemberlakuan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023): KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari
2026 membawa perubahan mendasar dalam sistem
pemidanaan, sehingga undang-undang pidana khusus di
luar KUHP harus disesuaikan agar tidak bertentangan.

2. Perubahan Paradigma Pemidanaan: Penyesuaian ini
menggeser fokus dari keadilan retributif (pembalasan)
menuju keadilan restoratif, rehabilitasi, dan pemulihan
keseimbangan masyarakat.

3. Penghapusan Pidana Kurungan & Pengaturan Denda:
Penyesuaian dilakukan untuk menghapus pidana kurungan,
menyesuaikan kategori pidana denda, dan mengubah
ketentuan pidana mati menjadi pidana alternatif dengan
masa percobaan.



BAB KUHP DAN KUHAP

BARU KARYA ANAK
NEGERI BERLAKU

A. KUHP dan KUHAP Baru
1. Pengesahan KUHP dan KUHAP

Jakarta-Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II
Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR RI Jakarta pada
Selasa, 18 November 2025, resmi mengesahkan Rancangan
Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (RUU KUHAP) menjadi Undang-undang (UU).
Sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dipimpin Ketua
DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 242 anggota dewan.
Seluruh  fraksi  menyatakan  persetujuan  melalui
musyawarah, sehingga regulasi yang telah dibahas panjang
itu ditetapkan sebagai undang-undang®.

Pengundangan KUHP melalui Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023, yang diikuti pengesahan KUHAP, serta
pengundangan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2026
mengenai  Penyesuaian Pidana pantas diapresiasi.
“Alhamdulillah, barokallah ya rabb. Akhirnya, Indonesia
memiliki aturan hukum pidana karya anak negeri”®.

5 Urif Syarifudin, DPR Sahkan KUHAP Baru dalam Rapat Paripurna
ke-8, https://dandapala.com,diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul
07.58 WIB

6 Mempertanyakan KUHP dan KUHAP, https://www.kompas.id,
diakses pada tanggal 23 Januari 2026, pukul 08.23 WIB
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BAB
KUHAP-KUHP BARU

DAN DAMPAKNYA
BAGI MASYARAKAT

A. Selamat Datang KUHAP dan KUHP Baru

Tanggal 2 Januari 2026 menjadi momen penting dalam
sistem hukum di Indonesia karena dua aturan besar mulai
berlaku secara resmi, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) versi terbaru’s. Kedua kode ini menggantikan
aturan lama yang sudah berjalan puluhan tahun dan dirancang
untuk menyesuaikan hukum pidana serta prosedur peradilan
dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat
ini. Perubahan ini memicu diskusi luas dari berbagai kalangan
karena dampaknya yang menyentuh hampir seluruh lapisan
masyarakat.

Pro dan kontra like and dislike penerapan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru tanggal 2 Januari
2026 dalam alam demokrasi itu wajar, “Mengapa kita harus ribu.
Relakah kita hingga sampai kiamat kita mempergunakan KUHP dan
KUHAP warisan kolonial belanda”. Kita wajib bersyukur bangsa
Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang

18 KUHAP dan KUHP Berlaku 2 Januari 2026: Kontroversi dan
Dampaknya bagi Masyarakat, https:/ /pendidikan-
sains.fmipa.unesa.ac.id,diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 07.01
WIB

84



BAB UNDANG-UNDANG

PENYESUAIAN
PIDANA INDONESIA

A. Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana
1. DPR dan Pemerintah Tuntaskan Rancangan Undang-
Undang Penyesuaian Pidana

Regulasi khusus yang mengatur penyesuaian pidana
hadir untuk menghindari tumpang tindih aturan,
kekosongan hukum, serta disparitas pemidanaan. DPR dan
pemerintah  menyetujui Rancangan Undang-Undang
Penyesuaian Pidana untuk disahkan menjadi undang-
undang. Proses pembahasan RUU ini relatif sangat cepat,
hanya sekitar dua pekan. Keberadaan regulasi penyesuaian
pidana ini dinilai mendesak untuk melengkapi Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang
mulai berlaku pada 2 Januari 2026?8. UU Penyesuaian Pidana
hadir untuk menghindari tumpang tindih aturan,
kekosongan hukum, ataupun disparitas pemidanaan.

RUU Penyesuaian Pidana disetujui untuk disahkan
menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Penutupan
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung
Nusantara 1II, Jakarta, Senin (8/12/2025). RUU ini mulai
dibahas pada 24 November 2025 ketika Komisi III DPR
menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk

2Nikolaus Harbowo,dkk. Hanya Dua Pekan, DPR dan Pemerintah
Tuntaskan RUU Penyesuaian Pidana, https://www.kompas.id, diakses
pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 20.49 WIB
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BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di
LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa
Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan &
Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang &
Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020,
Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14
Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020,
Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan
Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di
LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 &
Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020,
Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita
Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan
Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia
(SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015 Awarness, Understanding &  Implementing  Quality
Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan &
Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan
Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14
Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020,
Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan
Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di
LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
“How to Perform While Transform” di LPKN tahun 2020, Pemberian
Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun
2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/]Jasa
di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui
Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020,
Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku
Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018
bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada
Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah
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Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020,
Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun
2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun
2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master
NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan
Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 &
Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer
(TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di
BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di
BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPB-
KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas
tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-
Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di
LPKN-Pelatinas tahun 2021, Certified International Quantitative
Research (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021,
Certified International Qualitative Research (C1QaR) di Quantum HRM
International KAN tahun 2021.

Karya yang berupa buku adalah sebagai berikut : Buku Ajar
Dasar dasar Ilmu Sosial; Buku Ajar Dasar Dasar IImu Politik; Buku
Ajar Pemerintah Nasional; Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan
Versi Kedua; Buku Ajar Antikorupsi; Buku Ajar Master Pendidikan
Kewarganegaraan; Buku Ajar Politik Pertahanan dan Keamanan;
Buku Ajar Politik Hukum Indonesia; Buku Ajar Hukum Tata
Pemerintahan; Buku Ajar Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah;
Buku Ajar Good Governance; Buku Aja Etika Politik Pemerintahan;
Buku Ajar Ekonomi Politik; Buku Ajar E Government; Buku Ajar
Sistem Sosial Politik Indonesia; Buku Ajar Sektor Pelayanan Publik
di Indonesia; Buku Ajar Konstitusi dan Kelembagaan; Buku Ajar
Kebijakan Sektor Publik; Buku Ajar Manajemen Konflik; Buku Ajar
Negosiasi Politik di Indonesia; Buku Ajar Media dan Demokrasi di
Indonesia; Buku Ajar Pendidikan Pancasila; Buku Ajar Pendidikan
Kewarganegaraan; Buku Ajar Hukum Administrasi Negara; Buku
Ajar Komunikasi Pemerintahan di Indonesia; Buku Ajar Pendidikan
Anti Korupsi Bagi Aparatur Desa Indonesia; Implementation Of
Good Corporate Governance To Secure Assets n State Owned Palm
Oil Plantation Companies And Privately Owned Companies In
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Indonesia; Buku Kinerja Kejaksaan Agung Kolaboras Penegak
Hukum Dalam Memperbaiki Wajah Pemberantasan Korupsi Di
Indonesia; E Commerce Datang Warung Tradisional Hilang;
Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa
Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024 Ketimpangan
Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil;
Perang Israel Palestina Peran Serta Indonesia Dalam Mewujudkan
Kemerdekaan  PalestinaKontribusi ~ Bantuan = Kemanusian
Muhammadiyah Aksi Bela Palestina Public Figure Internasional
and Nasional; Pembangunan Proyek Food Estate Pemenuhan
Kebutuhan Pangan Indonesia Antara Untung and Rugi; Menanti
Dasyatnya Bunyi Ketukan Palu Majelis Kehormatan_Mahkamah
Konstitusi Dalam Membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90 PUU XXI 2023 Soal Syarat Usia Calon Presiden Dan Wakil
Presiden Republik Indonesia 2024; Penerapan Good Corporate
Governance Untuk Pengamanan Aset Pada Perusahaan Kebun
Sawit Di Perusahaan Milik Negara Bumn Perusahaan Swasta Di
Indonesia; Pengakuan Negara Terhadap Kedudukan Hukum Adat
datam UUD 1945; Sekilas Info Indonesia Berduka Akibat Ulah Firli
Bahur Panglima Perang KPK Di Indonesia Sengkarut Di Pusaran
Internal Dijerat Pasal Dugaan Pemerasan Terhadap Mantan Menteri
Pertanian Syahrul Yasin Limpo; Waspada Jebakan Perpanjangan
Masa Jabatan Presiden Tiga Periode; Kupas Tuntas Pro Kontra
Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penudaan Pemilu 2024
Meraung Penundaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap
Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; Terwujudnya
Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia Yang Tangguh; Seputar
Lintas Kejahatan Realita Antara and Kamuflase Pidana Berdasarkan
Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Polri di
bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan
Institusi; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya
Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam
Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital
40; Peranan dan Upaya Upaya Badan Narkotika Nasional BNN
dalam Pemberantasan Pencegahan Kejahatan Narkotika di
Indonesia; Peran Fungsi Kedudukan Kepolisian dalam
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pemerintahan penegakan hukum dan koloborasi pemberantasan
Korupsi di Indonesia; Risk Manajemen Good Corporate
Governance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan
berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Peranan dan
Upaya Upaya Badan Narkotika Nasional BNN dalam
Pemberantasan Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia;
Peran Fungsi Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan
penegakan hukum dan koloborasi pemberantasan Korupsi di
Indonesia; Pengaruh Kepemimpinan Profesionalisme Dan
Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri;
Pengaruh Implementasi Manajemen Pemerintahan Terhadap
Kinerja Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Pengaruh
Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga
Di Dalam Pembangunan Perekonomian Sosial Budaya Di
Kabupaten Indramayu; Pengantar Tata Hukum Pemerintahan and
Dasar dasar Tata Negara di Indonesia; Penerapan Good Corporate
Governanance GCG Untuk Pengamanan Aset Perusahaan;
Pembangunan transportasi tol laut dalam mewujudkan Indonesia
yang makmur menuju poros maritim dunia; Perkawinan campuran
dan Kesejahteraan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
Membangun kualitas pelayanan administrasi pertanahan studi
pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Anjatan
Indramayu; Lintasan Pandangan Mata Yang Remang-Remang
Tentang Dilema Indonesia Lumbung Sawit Dunia; Legalitas
Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan
Indramayu; Ketegasan Polri and Penegakan Hukum dalam
Membuka Tabir Hitam Kekejaman Ferdy Sambo; Kereta Api Trans
Sulawesi antara Pengguna Transportasi and Ekonomi Masyarakat;
Implementasi Analisis Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama
Terselenggaranya Kesejahteraan Di Indonesia; Implementasi KSOP
sebagai Kepala Pemerintahan di Laut; Hukuman Mati Bagi
Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa
Covid 19; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut;
Dasyatnya Money Politik Pilkades Pilwu di Indramayu; inggris
pusat aktivitas judi online terbesar di dunia versus Indonesia
terpapar; penerapan e government eoffice sistem perencanaan
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pembangunan di daerah; Sumbangsih Smart E Government
Artificial Intelligence Di Indonesia; RUU TNI Anak Kandung
Rakyat Rakhmat Bagi Indonesa Solus Populis Suprema Lex Esto;
RUU Polri Rakhmat Bagi Indonesa Solus Populis Suprema Lex Esto;
Revisi Undang Undang Tni Polri Vs Penempatan Jabatan Sipil Di
Indonesia; Sekilas Pandangan Lahirnya Palmco Sebagai Produsen
Terbesar Kelapa Sawit Dunia; Menyongsong Kota Metropolitan:
Teori dan Praktik Pengembangan Kawasan dan Pertumbuhan
Ekonomi; Tendensi Politik Regional 2024: Money Politics, Police
Power Politics, and Local Democracy; Revisi Undang-Undang TNI
Polri VS Penempatan Jabatan Sipil di Indonesia; Sekilas Pandangan
Lahirnya PalmCo sebagai Produsen Terbesar Kelapa Sawit Dunia;
Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold Di Indonesia:
Antara Perspektif Positif & Negatif; Dampak Presidential
Threshold, Problematika & Solusinya dalam Pemilu; di Indonesia;
Pensertifikatan Tanah di Indonesia di antara Kendala dan
Problematika : Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria
Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Ambang Batas Parlemen
dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019-2024 versus Keputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024; Presidential
Threshold di Indonesia : Antara Positif, Negatif & Solutif;
Parlementary Threshold di Indonesia antara Positif & Negatif;
Pemagaran Laut Tangerang, Kedaulatan Negara Versus Potensi
Laut & Sejarah Maritim Indonesia; Tragedi & Dampak Kerugaian
Kebakaran di Los Angeles Amerika Serikat; Bulan Ramadhan
antara Libur Sekolah & Sejarahnya di Indonesia; Ketokan Palu MK
Mengubah Jalan Presidential Threshold di Indonesia; Program
Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto Menuju
Indonesia Emas 2045; Presiden Prabowo Jabatan & Kekuasaan Milik
Rakyat Berantas Korupsi Hingga ke Akar-Akarnya; Kewenangan
Kejaksaan Superbody, Membunuh Kewenangan Polri-KPK;
Program Pendidikan Deep Learning, Penerapan Artificial
Intelligence di Indonesia; Sekilas Program Astacita Prabowo di
Sektor Pertanian; Gebrakan Sang Jenderal Genius Prabowo di
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Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan
tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di
SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu
tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen
STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol
Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia
Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun
2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun
2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun
2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-
2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017,
Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen
Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN
Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan
PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017
S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional
Pelabuhan Tanjaung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert
Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan
Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus
2021 S/d Sekarang, Team Hukum PTPN IV (Palmco).

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak
+62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiarab6@gmail.com, juga
bisa berkunjung di IImu Pemerintahan FISIP. Universitas
Muhammadiyah Makassar, JI. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.
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Menimbang

SK No 273836 A

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa pembangunan hukum pidana nasional

perlu didasarkan pada nilai dasar Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan mengedepankan keadilan, kepastian,
dan kemanfaatan hukum;

. bahwa perkembangan masyarakat menuntut adanya

sistem hukum pidana yang konsisten, adaptif, dan
responsif terhadap perubahan sosial, sehingga
diperlukan penyesuaian terhadap norma hukum
pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian
dan ketidakadilan baik antara Undang-Undang di luar
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri;

. bahwa penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam

setiap Undang-Undang di luar Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Peraturan Daerah dengan Buku
Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta
penyesuaian  ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana mendesak dilakukan sebelum berlaku
pada tanggal 2 Januari 2026 guna menghindari
disparitas penegakan hukum, duplikasi pengaturan
pidana, serta dampak negatif terhadap kepastian
hukum dan rasa keadilan di masyarakat;

d. bahwa . . .



Mengingat

Menetapkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 613 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Penyesuaian Pidana;

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENYESUAIAN PIDANA.

BAB I

PENYESUAIAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG DI LUAR

SK No 273837 A

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pasal I

(1) Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum
khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus
dihapus.

(2) Ketentuan . . .



